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Abstrak

Perkawinan selain merupakan peristiwa sosial juga memiliki dimensi hukum. Perkawinan diatur dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, tetapi tidak bersifat mutlak karena masih dimungkinkan untuk terjadinya poligami. Hukum positif di Indonesia memberikan syarat untuk melakukan perkawinan poligami , termasuk mengenai status hukum perkawinan sebelumnya, akibat dari tidak terpenuhinya syarat tersebut adalah batalnya perkawinan poligami yang dilakukan. Pada putusan No 0658/Pdt.G/2015/PA.Pbr majelis hakim memberikan pengakuan yang membenarkan gugatan penggugat tetapi justru tidak mengabulkan petitum dari penggugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan dari sudut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui lebih dalam analisa yuridis dari pertimbangan hakim terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach dan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer,sekunder dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum. Teknik analisis yang digunakan dengan melakukan telaah mendalam dari isu hukum yang kemudian dihubungan dengan sumber bahan hukum dan dinilai dengan peraturan perundang-undangan sebagai lex superiori. Pada putusan No 0568/Pdt.G/2015 PA Pbr para tergugat menggunakan alat bukti  selain surat yaitu pengakuan, tetapi majelis hakim kemudian tidak menganggap bukti pengakuan tersebut sebagai bukti yang membenarkan dalil gugatan.
Kata Kunci: Syarat Poligami, Poligami Tanpa Izin Pengadilan, Pembatalan Perkawinan. 

Abstract

Apart from being a social event, marriage also has a legal dimension. Marriage is regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, PP No. 9 of 1975 concerning the implementation of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law. Marriage in Indonesia adheres to the principle of monogamy, but it is not absolute because it is still possible for polygamy to occur. Positive law in Indonesia provides conditions for conducting polygamous marriages, including regarding the legal status of previous marriages, the result of not fulfilling these conditions is the cancellation of polygamous marriages. Indecision No. 0658 / Pdt.G / 2015 / PA.Pbr, the panel of judges gave a confession justifying the plaintiff's claim but did not grant the plaintiff's petitum. This study aims to find out more about judges 'considerations of marriage annulment from the perspective of Law No. 1 of 1974 on Marriage and to find out more in the juridical analysis of judges' considerations of laws on marriage. This study uses a normative juridical method using a statutory approach (statute approach and case approach). The types of legal materials used include primary, secondary and non-legal materials. The collection technique used is utilizing literature study of sources. Legal sources The analysis technique is used by conducting an in-depth study of legal issues which are then linked to sources of legal material and assessed by statutory regulations as lex superiori In decision No. other than a letter, namely a confession, the panel of judges than did not consider the evidence of the confession as evidence that justifies the argument for the claim.
Keywords: Terms of Polygamy, Polygamy without Court Permit, Marriage Cancellation

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu bentuk wujud hasrat manusia dalam keinginannya untuk hidup bersama dengan rasa saling menyayangi. Perkawinan adalah berkumpulnya diantara dua manusia yang pada awalnya hidup secara menyendiri dan kemudian dipersatukan dalam ikatan yang kuat dan sah dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (Yudana 2017).

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (kemudian disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan) menyatakan sebagai: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain dari Undang-Undang Perkawinan definisi perkawinan juga tercantum dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (kemudian disebut KHI) yang menyatakan sebagai: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan miitsaaqan ghaalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.


Pria dan wanita yang telah melakukan perkawinan pada dasarnya telah melakukan sebuah perikatan yang tunduk pada regulasi perkawinan (Syarifuddin 2009). Pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan mengacu pada alasan dan syarat yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan maupun pada peraturan pelaksana lainnya. Alasan maupun syarat perkawinan tersebut dapat berupa subjek-subjek yang terkait dan akibat-akibat yang terjadi. Sehingga ketika terjadi suatu pelanggaran baik proses pelaksanaan poligami atau tidak terpenuhinya persyaratan dapat menimbulkan akibat hukum tertentu baik berupa sah atau tidak sahnya perkawinan atau batalnya suatu perkawinan. Hal tersebut juga mengacu pada Pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan: 
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. 


Hukum perkawinan di Indonesia pada dasarnya mengacu pada asas monogami. Asas tersebut pada dasarnya berupaya untuk menjaga kesetiaan dan melindungi kaum perempuan walaupun keberadaannya tidak berlaku secara mutlak karena terdapat pengecualian-pengecualian seperti adanya pembolehan untuk melakukan poligami dengan batasan-batasan dan persyaratan tertentu. Batasan tersebut adalah poligami hanya dapat dilakukan dengan maksimal 4 (empat) wanita dan dilakukan dengan syarat-syarat khusus seperti harus melalui izin istri pertama dan izin pengadilan (Nasution 2013). 


Poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai sistem perkawinan yang membolehkan seserang mempunyai istri lebih dari satu orang. Indonesia masih membolehkan poligami tetapi melarang poliandri yaitu sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita yang memiliki beberapa pria. (Bahasa 2018)

Persyaratan perkawinan poligami dapat dilakukan dengan mengacu pada pasal 41 ayat (1) PP No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:

· Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

· Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

· Bahwa isteri tiak dapat melahirkan keturunan.

b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:

i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau

ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau

iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;

d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. 

Menurut Pasal 57 KHI memberikan ketentuan mengenai poligami sebagai berikut:

“Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajian sebagai isteri;

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakin yang tidak dapat disembuhkan;

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan”

Dengan berbagai persyaratan tersebut maka perbuatan poligami tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Meskipun demikian terjadinya perkawinan poligami yang tidak memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan pun masih terjadi di Masyarakat seperti pada Putusan No 0658/Pdt.G/PA.Pbr.

Perkara yang terdapat dalam putusan No 0568/Pdt.G/PA.Pbr merupakan perkara mengenai perkawinan poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan baik dari izin istri maupun izin pengadilan. Penggugat dalam perkara tersebut adalah Muhammad Aditya bin Junaedi dan Muhammad Faizal bin Junaedi. Pihak tergugat adalah Junaidi alias Junaedi bin Said Tanjung dan Maidar Lifidia binti Darwin dengan Turut Tergugat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. 

Majelis hakim berpendapat dalam pertimbangannya bahwa perkawinan kedua antara Tergugat I dan Tergugat II tetap sah walaupun terdapat penipuan status jejaka sebelum perkawinan dilakukan. Padahal dengan status jejaka yang dipalsukan tersebut tergugat I menghindari persyaratan yang seharusnya wajib dilakukan ketika seseorang yang telah kawin sebelumnya ingin melakukan perkawinan kedua atau beristri lebih dari seorang. 

Dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan tentang apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam putusan no 0658/Pdt.G/2015/PA.Pbr dan apa akibat hukum dari putusan tersebut terhadap perkawinan poligami yang cacat yuridis.  


Tujuan penelitian untuk mengenai pertimbangan hakim atas kasus yang dilihat dari proses hukum acara perdata dan untuk mengetahui analisa yuridis mengenai putusan terhadap regulasi yang berlaku, dalam hal ini pada UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan kompilasi hukum islam. 


Dalam penelitian ini  kajian pustaka  yang digunakan sangat mendalam mengenai perkawinan berdasarkan teori para ahli, konsep perkawinan menurut regulasi asas-asas perkawinan, tujuan dan syarat perkawinan, larangan perkawinan, konsep poligami dan syarat-syarat poligami. Selain itu, penulis juga menggunakan konsep mengenai putusan hakim yang meliputi konsep putusan dari segi istilah, peran dan fungsi putusan, asas-asas mengenai putusan, jenis-jenis putusan yang berujung pada putusan akhir. 

METODE

Jenis penelitian hukum ini termasuk dalam kategori  penelitian hukum normatif terhadap analisa putusan hakim sebagai judge made law yang kemudian dihubungkan dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam (Setiono 2005)

Isu hukum dalam penelitian ini adalah pertentangan antara apa yang tertuang dalam norma dengan apa yang diputuskan oleh majelis hakim (Soekanto 2007). Dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu statute approach, concept approach dan case approach. 

Statute Approach atau pendekatan peraturan perundang-undangan adalah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan hiearkinya dalam memahami persoalan (Marzuki 2013). 


Conceptual Approach atau pendekatan konseptual digunakan oleh penulis untuk mengungkap teori maupun doktrin para ahli mengenai isu yang dibahas oleh penulis. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang perkawinan, asas-asas perkawinan seperti asas sukarela, partisipasi keluarga, perceraian dipersulit, syarat sah dan proses perkawinan, selain itu juga menggunakan teori dan asas mengenai putusan seperti utusan harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, kewajiban hakim mengadili seluruh atau sebagaian gugatan(Marzuki 2013). 


Case Approach atau pendekatan kasus adalah dengan melihat ratio decidendi atau pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan sebagai dasar dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Tujuan dari pendekatan kasus adalah mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap persoalan hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan maupun penerapan peraturan perundang-undangan (Marzuki 2013)

Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Sumber bahan hukum primer adalah sumber yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun putusan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblaad 1847 No 23)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia No 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3019)

4. Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia No 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No 5076)

5. Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia No 49 Tahun 1989, Tambahan Lembaran Negara No 3400)

6. Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia No 22 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara No 4611)

7. Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia No 159 Tahun 159 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No 5078).

8. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang-Undang Perkawinan

9. Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

10. Putusan Pengadilan No 1568/Pdt.G/2015/PA.Pbr. 


Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal, makalah, buku, artikel, dokumen resmi maupun penelitian sejenis. Bahan non hukum yang digunakan sebagai pelengkap yaitu  Kamus Besar Bahasa Indonesia. 


Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara studi kepustakaan terhadap sumber hukum. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara mengumpulkan regulasi-regulasi berdasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder dan non-hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan pustaka pada perpustakaan maupun menggunakan publikasi daring.


Teknik analisis yang digunakan adalah dengan melakukan telaah secara mendalam atas pertimbangan majelis hakim dan diuji dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai lex superiori.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Hukum perkawinan di Indonesia pada prinsipnya adalah menganut asas monogamy. Asas monogami menggariskan bahwa seorang pria hanya dibolehkan untuk menikahi seorang wanita dan berlaku sebaliknya. Namun dengan adanya nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan pengaruh budaya dan agama juga dapat membenarkan untuk dilakukannya perkawinan dengan lebih dari satu wanita atau yang dikenal sebagai poligami(Hadikusuma 2003). Negara melalui peraturan hukumnya memberikan tempat secara terbatas untuk melakukan perkawinan poligami dengan mekanisme melalui izin pengadilan dengan beberapa syarat termasuk adanya izin dari istri pertama dan batasan untuk melakukan perkawinan poligami yang terbatas maksimal pada 4 orang istri. 


Perkara yang diangkat untuk dipelajari dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Putusan No 0568/Pdt.G/PA.Pbr. pengguga dalam putusan itu bernama Muhammad Aditya bin Junaidi dan Muhammad bin Junaidi sebagai anak dari Junaidi alias Juanedi bin Said Tanjung dengan Masithah binti Amran. Duduk perkara pada kasus ini adalah Junaedi menikah dengan Masithah binti Amran pada tanggal 22 Agustus 1987 di Tebing Tinggi dengan Akta Nikah No 36/1987. Pernikahan ini merupakan pernikahan pertama dari Junaedi sehingga dalam kutipan Akta Nikah tersebut status Junaedi sebagai perjaka dan Masithah sebagai perawan. Pernikahan tersebut kemudian berakhir dengan perceraian pada tanggal 25 Juli 1995 dengan Akta Cerai No 93/AC/1995/PA.Pbr. Perkawinan pertama tersebut Juanedi memiliki dua anak yaitu Muhammad Aditya dan Muhammad Faizal. 

Pada masa perkawinan pertama Junaedi sebelum terjadinya perceraian pada tahun 1995, pada tahun 1994 Junaedi juga melangsungkan pernikahan kedua dengan Maidar Lifidia bin Darwin. Dari segi waktu perkawinan kedua dilaksanakan sebelum perkawinan pertama berakhir, sehingga dalam masa 1987 hingga 1995 Junaedi melangsungkan dua perkawinan yaitu dengan Masithah dan Mufidah. Sehingga Junaedi sesungguhnya melaksanakan perkawinan poligami. 


Persoalannya kemudian terjadi ketika ditemukan fakta pada perkawinan kedua Junaedi berlangsung dengan mengacu pada kutipan Akta Perkawinan dengan status sebagai seorang jejaka. Status jejaka tersebut menunjukkan bahwa Junaedi dianggap tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya. Status tersebut dianggap tidak sesuai dengan kenyataan dimana Junaedi pada perkawinan pertama telah memiliki dua orang anak. Dengan status sebagai jejaka tersebut Junaedi dianggap seolah-olah baru pertama kali melaksanakan perkawinan, sehingga secara mutatis mutandis perkawinan kedua yang seharusnya dianggap sebagai perkawinan poligami tidak dianggap sebagai perkawinan poligami dan tidak menggunakan izin pengadilan sebagai landasan legitimasi perkawinan kedua. 

Anak-anak dari Junaedi dari perkawinan pertama kemudian menggugat Junaedi dengan Mufidah dengan petitum untuk membatalkan perkawinan Junaedi dan Mufidah karena melaksanakan perkawinan poligami tanpa izin pengadilan. Meskipun proses perkawinan poligami tersebut secara terang-terangan mengabaikan mekanisme perkawinan poligami dengan tidak adanya izin pengadilan dan didukung dengan pernyataan Junaedi sendiri sebagai pihak tergugat bahwa perkawinan kedua dilaksanakan dengan memalsukan status perjaka, Majelis Hakim dalam perkawinan tersebut justru tidak mengabulkan gugatan dari para penggugat. Majelis hakim dalam amarnya menyatakan bahwa perkawinan kedua dari Junaedi sebagai tergguat tetap sah dengan alasan bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dianggap dapat membatalkan perkawinan secara syar’I sehingga perkawinan kedua dari Junaedi dianggap tidak bertentangan dengan hukum. Terkait dengan pemalsuan status jejaka tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk menilai dan menyarankan persoalan tersebut dibawa ke Pengadilan Negeri. 
Pembahasan

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No 0658/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Perkawinan pada dasarnya dilakukan dengan maksud untuk membentuk ikatan yang bersifat lahir batin diantara seorang lelaki dan perempuan yang kemudian dalam hubungan suami isteri tersebut ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Setiap perkawinan baik yang dilakukan secara monogamy maupun poligami dilakukan suatu upaya untuk pembatalan. Pembatalan perkawinan terjadi ketika dalam suatu perkawinan ditemukan syarat yang dianggap tidak terpenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Subjek yang dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan dengan merujuk pada Pasal 23 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat 4 (empat) pihak yaitu: 1) para keluarga yang berada dalam garis keturunan lurus ke atas baik dari sisi suami maupun isteri, 2) suami atau isteri itu sendiri, 3) pejabat yang berwenang bila perkawinan belum diputuskan, 4) pejabat pengadilan atau pejabat lain yang terkait dengan perkawinan. Mekanisme pembatalan perkawinan dengan mengacu pada Pasal 38 ayat (2) PP No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksana UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dengan mengikuti prosedur pengajuan gugatan perceraian atau dengan kata lain melalui prosedur hukum acara perdata. 

Perkawinan poligami yang dilakukan melalui mekanisme menurut peraturan perundang-undangan akan melibatkan Pengadilan Agama  dengan adanya pemeriksaan terhadap isteri sebelumnya mengenai aspek persetujuan kepada suami yang akan berpoligami dengan merujuk pada Pasal 42 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan dalam mekanisme pemeriksaan untuk izin poligami akan memeriksa permohonan dalam tempo waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan yang disertai lampiran syarat-syarat poligami diserahkan ke Pengadilan Agama. Apabila kemudian oleh Pengadilan Agama dinilai terdapat cukup alasan untuk pemohon melkukan perkawinan poligami maka kemudian pengadilan dapat memberi izin untuk pemohon dalam malaksanakan perkawinan kedua, ketiga atau keempat. Izin dari pengadilan Agama tersebut kemudian menjadi legitimasi untuk pihak suami dalam melaksanakan perkawinan poligami sehingga izin merupakan dasar untuk perkawinan poligami memiliki kekuatan menurut hukum(Syarifuddin 2009)
. 
Izin pengadilan dalam proses perkawinan poligami yang bila tidak didapatkan oleh pemohon dan tetap dilangsungkan maka perkawinan poligami tersebut akan menjadi tidak sah dan tidak dibenarkan. Dengan mengacu pada Pasal 44 PP No 9 Tahun 1975 yang menyatakan:

“Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin dari pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43”

Izin poligami dari pengadilan secara yuridis menjadi krusial sebagai alasan pembenar untuk melaksanakan poligami. Perkawinan poligami yang kemudian dilakukan tanpa izin dari pengadilan dapat dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Pertimbangan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada Perkara No 0658/Pdt.G/2015/PA.Pbr terdapat analisa terhadap beberpa poin yang menjadi argumentasi Majelis Hakim dalam memutus pembatalan perkawinan tersebut. Poin-poin mengenai dalil Majelis Hakim akan dijabarkan sebagai berikut: 
1) Poin  angka 1 (satu) Majelis Hakim yang menyatakan:

“Menimbang bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 1994 telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan baik menurut syar’i maupun menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Tergugat I tercatat statusnya adalah jejaka dan dan Tergugat II janda”


Kritik terhadap dalil majelis hakim tersebut adalah penekanan majelis hakim yang terlalu bersifat dogmatik hanya membatasi pada proses formal yang dijalani Tergugat I dengan status hukum jejaka. Majelis Hakim terpaku pada syarat sah perkawinan yang dianggap sah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, seharusnya Majelis Hakim juga perlu merujuk pada Pasal 2 dan 3 PP No 9 Tahun 1975 sebagai upaya untuk mencegah perkawinan secara diam-diam atau perkawinan klandestin. Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pihak Tergugat menurut poin angka 6 (enam) pada jawaban atas gugatan telah menyatakan bahwa perkawinan kedua tersebut dilakukan oleh Tergugat I yang sedangkan berada dalam perkawinan yang sah dengan isteri pertama dan perkawinan tersebut dialkukan tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama. 

Terjadi penyimpangan logika hukum ketika Majelis Hakim menyatakan demikian secara administratif ada dua perkawinan atas orang yang sama dengan status jejaka. Dalam persidangan, fakta-fakta yang disebutkan sebenarnya dapat membantah bahwa perkawinan poligami dilakukan melalui proses yang sah. 
2) Poin angka 2 (dua) Majelis Hakim menyatakan:

“Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan pernikahan tidak terdapat hal-hal yang membuat perkawinan batal seperti tertuang dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, kemudian selama lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun antara Tergugat I dan Tergugat II melanjutkn pembinaan rumah tangga tidak terdapat keberatan dan sanggahan dari pihak lain tentang pernikahannya tersebut”


Kritik terhadap argumentasi Majelis Hakim tersebut adalah Majelis tidak mempertimbangan seluruh alasan-alasan yang secara wajar dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembatalan perkawinan bila ditemukan suatu hal yang melawan hukum. Majelis Hakim tentunya harus menyadari bahwa upaya pembatalan perkawinan terdapat pada Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam pada poin huruf a yang pada intinya adalah perkawinan dapat dibatalkan bila seorang suami melaksanakan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama. 

Izin secara yuridis digunakan sebagai langkah untuk mengontrol tingkah laku. Izin menurut kamus hukum dimaknai sebagai berikut: “Overheidistoestemming door wet of verordening vereist gesteld voortal van handling waarop in het algemeen belang special toezict vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onvenselijk worden beschowd” (perkenaan/izin dari Pemerintah berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki)(Khairandy 2013). 


Sistem izin biasanya terdiri dari suatu larangan atas perbuatan tertentu dan persetujuan yang menjadi suatu bentuk pengecualian/izin serta ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pengecualian atau izin tersebut baik kriteria atau proses pengajuan. Perbuatan yang dilarang dan kaitannya dengan izin akan pula terkait dengan wewenang dari organ adminsitrasi yang diberi beban kewajiban untuk menilai dan menetapkan dispensasi atas pengajuan izin tersebut. Karena adanya asas legalitas, suatu lembaga administrasi hanya dapat menilai dan menjangkau sejauh garis kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan(Marbun 2000). 

Izin tersebut dikaitkan dengan perkara pada Putusan No 0658/pdt.G/2015/PA.Pbr, hal yang perlu diketahui adalah perkawinan poligami adalah suatu tindakan yang dilarang, pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Larangan tersebut dapat dikecualikan bila memenuhi kriteria tertentu yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 40 dan 41 PP No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 57 dan 58 Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Tergugat seharusnya ketika melaksanakn perkawinan kedua wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di domisilinya untuk mendapatkan izin dalam melaksanakan perkawinan poligami. 

3) Poin angka 5 (lima) Majelis Hakim menyatakan:

“Menimbang bahwa status jejaka Tergugat I waktu akad nikah dengan Tergugat II adalah yang tidak memerlukan izin poligami dari Pengadilan Agama, hanya saja Tergugat I memalsukan status jejakanya kepada Pejabat yang berwenang menerbitkan surat-surat untuk syarat terjadinya pernikahan tersebut, dimana hal ini merupakan pelanggaran yang dapat dituntut secara hukum pada Pengadilan Negeri, namun Majlis berpendapat memalsukan status jejaka tersebut tidak dapat membatalkan akad nikah yang sudah dilaksanakan secara syar’i, oleh karena itu pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah sah menurut hukum agamanya dan sudah tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Majelis berpendapat pernikahannya tersebut tidak terdapat hal-hal yang membatalkannya”. 


Argumentasi majelis hakim cukup aneh pada frasa “status jejaka Tergugat I waktu akad nikah dengan Tergugat II adalah yang tidak memerlukan izin poligami dari Pengadilan Agama”, walau dapat dipahami bahwa sejak pertimbangan awal majelis hakim memisahkan antara fakta riil dengan fakta yuridis. Walaupun secara fakta riil yang ditemukan di jawaban Tergugat maupun yang kemudian dikutip oleh Majelis Hakim sendiri menyatakan bahwa pihak Tergugat telah memiliki anak pada perkawinan kedua tetapi hakim condong memiliki persepsi terhadap status jejaka yang digunakan dalam perkawinan yang dianggap tetap sah sebagai perkawinan monogami, bukan sebagai perkawinan poligami. Hukum dinilai berdasarkan pada tiga hal yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan maka penulis menilai majelis hakim bertendensi pada kepastian hukum dibanding pada keadilan untuk merestorasi apa yang sebenarnya bukan hak atau bertindak menurut hukum terhadap kasus ini. Majelis Hakim dengan mengacu pada dalil argumentasinya justru terkesan meneguhkan status yang didapat dengan melakukan penipuan, secara formal masih tetap dianggap sah. 

Penipuan mengenai status jejaka oleh Tergugat I, yang oleh hakim dianggap tidak membatalkan akad nikah yang sudah dilaksanakan secara syar’i, maka akan merujuk pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (kemudian disebut KUHP) yang menyatakan: 

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedaningheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan putang, diancam, karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun” 

Unsur perbuatan pidana dalam melakukan tindak pidana penipuan dapat dilakukan melalui beberapa hal yaitu ‘nama palsu’, atau ‘martabat palsu’, adanya unsur ‘tipu muslihat’ atau ‘rangkaian kebohongan’ yang akibatnya kemudian dapat berupa ‘menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya’ atau ‘supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang’. Status jejaka yang digunakan oleh Tergugat I memiliki tendensi untuk mengarah pada tipu muslihat dalam hal status palsu atau martabat palsu yang dialkukan kepada Kantor Urusan Agama untuk memberikan pernyataan berupa abuku perkawinan yang menyatakan bahwa Tergugat adalah berstatus jejaka sehingga tidak dibebankan kewajiban untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam melaksanakan perkawinan poligami. 


Penilaian hakim telah mengakui bahwa status Jejaka Tergugat I yang didapat melalui tindak pidana penipuan dan kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa persoalan mengenai tindak pidana tersebut sebaiknya dibawa ke Pengadilan Negeri, Majelis Hakim tidak cukup awas mengenai masa kadaluwarsa atas tindak pidana. Ancaman pidana dari tindak penipuan adalah 4 (empat) tahun. Berdasarkan pada Pasal 78 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun” (Rusianto 2016). Ttindak pidana dilakukan pada tahun 1994 ketika perkawinan kedua terjadi, maka perhitungan waktu dua belas tahun sesudah tahun 1994 adalah kurang lebih pada tahun 2006. Sedangkan gugatan mengenai pembatalan perkawinan ini terjadi pada tahun 2015 yang artinya 21 tahun setelah tindak pidana dilakukan. 

Perkawinan poligami yang menggunakan status hukum palsu dan tidak adanya izin dari Pengadilan Agama bukan merupakan hal yang baru karena beberapa kasus lain juga pernah terjadi seperti pada Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang No 157/Pdt.G/PA.Tnk yang membatalkan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan menggunakan status hukum palsu. 

Alat bukti menurut Pasal 164 H.I.R. terdiri dari: 1) bukti surat, 2) bukti saksi, 3)persangkaan, 4) pengakuan, 5)sumpah. Tergugat I dalam jawabannya tidak mengajukan petitum atas gugatan dan cenderung membenarkan setiap dalil argumen dari Penggugat. Penegasan hal tersebut dinyatakan dalam poin 11 (sebelas) yang menyatakan bahwa bila Majelis Hakim dalam pertimbangannya memiliki kehendak untuk membatalkan dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum beserta akibat hukumnya antara Tergugat I dan Tergugat II, pihak Tergugat I akan menerima dan menyatakan tidak keberatan. Jawaban Tergugat I pada pokoknya adalah mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan yang dinyatakan oleh Penggugat. 

Apa yang dinyatakan oleh Tergugat dalam jawabannya seharusnya diklasifikasikan sebagai alat bukti pengakuan. Dengan mengacu pada Pasal 174 alat bukti pengakuan menyatakan:

“Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu”

Pengakuan menurut Soehino, memiliki dua klasifikasi yaitu pengakuan yang dilakukan di muka hakim dan pengakuan yang disampaikan di luar sidang(Ali 2012). Menurut Soehino, pengakuan yang dilakukan di muka hakim baik dilakukan sendiri maupun diwakili oleh kuasanya, merupakan alat bukti yang cukup dan memiliki sifat mutlak. Hal tersebut berarti Majelis Hakim wajib menerima pengakuan tersebut sebagai bukti yang cukup. Misalnya bila kemudian Tergugat memberikan pengakuan atas apa yang menjadi posita maupun petitum dari Penggugat maka hakim tidak memiliki opsi lain selain menerima gugatan dan menghukum Tergugat. Pengakuan kemudian dapat pula disebut sebagai bukti yang menentukan (belinssende), memiliki daya ikat (bindende) dan merupakan sebuah bukti yang sempurna (volledig) (Ali 2012). 



Pengakuan memiliki beberapa jenis yaitu: 1) pengakuan murni (aveu pur et simple), 2) pengakuan dengan kualifikasi (aveu qualifie), 3) pengakuan dengan klausul (aveu complexe)(Ali 2012). Pengakuan murni memiliki arti bahwa pengakuan yang diberikan oleh Tergugat adalah mengakui seluruh isi gugatan dari Penggugat. Pengakuan murni tertuang dalam Pasal 174 H.I.R. walaupun pengakuan memiliki beberapa jenis, tetapi setiap pengakuan tetap harus diterima secara bulat oleh Majelis Hakim dan tidak bias dengan pemisahan atas keterangan tambahannya. Hal tersebut karena asas pengakuan yang menyebutkan Onsplitbare Aveu (Pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan)(Ali 2012). Dengan jawaban tergugat yang sebenarnya adalah suatu bentuk pengakuan, amar Majelis Hakim yang menolak gugatan Penggugat dapat dikatakan sebagai ultra petita(Harahap 2012). 


Ultra petita pada Putusan No 0658/Pdt.G/2015/PA.Pbr ini terjadi ketika Tergugat telah memberikan suatu pengakuan murni kepada Penggugat melalui jawabannya, tetapi Majelis Hakim menggunakan pertimbangan lain selain dari petitum primair dari gugatan penggugat. Termasuk pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa izin poligami untuk Tergugat I dianggap tidak diperlukan walaupun telah terbukti bahwa telah terjadi penyimpangan dari prosedur poligami yang diperlukan. 
Akibat Hukum dari Putusan No 0658/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Konsep dari akibat hukum adalah tentang dampak yang muncul sebagai kibat dari berlakunya hukum tertentu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam konsepnya akibat hukum dapat berwujud(Meliala 2007):

a) Lahir, berubah, atau lenyapnya suatu keadaan hukum;

b) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebij subjek hukum dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain;

c) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. 

Akibat hukum adalah peristiwa yang menjadi akibat yang diawali dengan sebab-sebab tertentu yang berperan sebagai fakta hukumnya (iudex factie). Setiap kata maupun kalimat yang kemudian tercantum dalam suatu perundang-undangan menurut Austin kemudian diasumsikan sebagai suatu perintah dalam hal bertindak maupun untuk tidak bertindak dengan berbagai konsekuensinya. Fakta-fakta kemudian dikelompokkan dalam norma-norma. Norma kemudian menjadi premis mayor yang kemudian mengikat maupun menyeap fakta-fakta minor apapun permasalahnnya(Hadisoeprapto 1984). 

Perkawinan sebagai suatu bentuk perikatan diantara dua subjek hukum kemudian akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban hukum yang timbul sebagai akibat adanya kesepakatan atau persetujuan diantara obligatoir atau pembuatnya. Maka kesepakatan atau persetujuan (agreement) dalam suatu perikatan adalah elemen kunci dari eksistensi sebuah perikatan, dalam hal ini perkawinan agar dapat mengikat subjek hukum didepan hukum atau peraturan perundang-undangan. 


Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sedangkan syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah fakta hukum. Perkawinan poligami adalah perkawinan yang dilakukan dengan adanya perkawinan yang telah terjadi sebelumnya. Untuk melaksanaka perkawinan poligami terdapat berbagai syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Ketika kemudian persyaratan terpenuhi maka terjadi akibat hukum yaitu timbulnya keadaan hukum baru dimana terdapat entitas perkawinan atau perikatan kedua atau beristeri lebih dari seorang. Ketika persyaratan tidak terpenuhi maka berakibat hukum perkawinan tidak dapat dilaksanakan atau bila dilaksanakan dapat berakibat batal. Bila melihat pada perkara Putusan No 0658/Pdt.G/2015/PA.Pbr, status jejaka dalam putusan tersebut telah terbukti sebagai pemalsuan dengan adanya pengakuan dari Tergugat dan pemalsuan status tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum. Walaupun secara formil proses perkawinan kedua pada saat itu dinyatakan sah, tetapi dengan legitimasi status jejaka yang ditemukan sebagai perbuatan melawan hukum wajib dipertanyakan dan digugat. Akibat hukum perkawinan poligami dengan pemalsuan status jejaka yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut seharusnya batal demi hukum. Ketika kemudian dianggap tidak batal demi hukum yang kemudian terjadi justru tatanan hukum yang dirugikan karena hilangnya kepastian hukum(Hadisoeprapto 1984). 

Menurut fakta yang tertuang di putusan, akibat hukumnya perkawinan dari Tergugat I dan Tergugat II adalah tetap sah karena menurut hukum pendapat Majelis Hakim yang menyatakan demikian. Perkawinan poligami tanpa izin pada dasarnya adalah bertentangan dengan hukum sehingga perkawinan poligami yang terjadi tanpa izin adalah tidak sah dan batal demi hukum.
Penutup

Simpulan

1.1. Perkawinan poligami, menurut peraturan perundang-undangan dari UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, memiliki pembolehan secara terbatas melalui izin Dalam putusan tersebut Majelis Hakim yang memutuskan bahwa perkawinan tetap sah sedangkan pemalsuan status hukum adalah masuk ranah pidana sehingga perlu diajukan ke Pengadilan Negeri, 
1.2. Amar Putusan No 0658/Pdt.G/2015/PA.Pbr menolak untuk membatalkan perkawinan dari Para Tergugat. Karena itu akibat hukum dari putusan tersebut tidak mengubah status pihak perkawinan poligami dari Tergugat, perkawinan tetap dianggap sah.

Saran

1.1. Menurut hukum, izin diperlukan untuk memiliki legitimasi hukum atas suatu perbuatan yang dilarang sebelumnya. Izin untuk melakukan perkawinan poligami dilakukan untuk melindungi pihak perempuan. Pengadilan Agama Pekanbaru seharusnya perlu melihat alasan hukum untuk melakukan pembatalan perkawinan seperti yang tertuang dalam Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam . 
1.2. Putusan No 0658/Pdt.G2015/PA.Pbr setelah melewati masa 14 (empat belas) hari setelah amar putusan diucapkan oleh Majelis Hakim akan menjadi berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga perkawinan akan mutlak dianggap sah. Untuk merevisi atau membatalkan putusan yang terjadi pada tingkat pertama maka Penggugat perlu melakukan upaya banding sebagai proses lebih lanjut yang dilakukan sebelum masa 14 (empat belas) hari sebelum inkracht, bila kemudian putusan menjadi berkekuatan hukum (inkracht van gewijsde) maka upaya hukum lanjutannya adalah peninjauan kembali.
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